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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk pemerintahan republik 

yang dilandaskan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 (UUD 1945). Sebagai salah satu negara yang memiliki banyak penduduk yang 

berjumlah kurang lebih  274 juta jiwa pada  tahun 2022, Indonesia  sudah muali 

memberlakukan pajak yang biasa disebut dengan kepercayaan untuk  melakukan 

perhitungan pajak terutang, melunasi kekurangan pajak , menghitung pajak yang 

telah dibayarkan serta melaporkan sendiri ke dirjen pajak. 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2007 tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada 

negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 

berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung 

dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Saat ini pajak menjadi struktur pembiayaan negara yang paling utama dikarenakan 

pajak akan selalu dinamis dan berkembang mengikuti pola bisnis yang ada di 

lingkungan masyarakat. Maka dari itu, masyarakat wajib membayar pajak sesuai 

dengan nominal yang telah ditentukan guna untuk mempertahankan perekonomian 

Indonesia. 

Terkait dengan pembayaran pajak, Indonesia telah membagi badan-badan 

yang berfungsi untuk melayani pembayaran pajak. Undang-Undang Nomor 25 

Tahun 2009 menjelaskan tentang pelayanan publik yang merupakan kegiatan 
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pemerintah dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang ada bagi setiap warga negara. Pelayanan publik 

merupakan kewajiban pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah untuk 

meningkatkan pelayanan. Salah satu bentuk pelayanan publik adalah pelayanan 

diupayakan oleh suatu lembaga atau pemerintahan kepada warga untuk melengkapi 

dan mencocokkan kebutuhan dengan standar dan keinginan masyarakat. Pelayanan 

publik merupakan salah satu kegiatan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat. Pelayanan publik yang efektif apabila pelayanan 

tersebut bisa berjalan sesuai dengan standar operasional prosedur dan menerapkan 

prinsip-prinsip good governance.  

Akses pelayanan seringkali kurang mendapat perhatian oleh para pengambil 

kebijakan. Suatu pelayanan tidak berguna jika sulit atau tidak terjangkau oleh warga 

pengguna layanan. Istilah aksesibilitas merupakan kata serapan dari “accessibility”, 

menurut Echols dan Shadily aksesibilitas didefinisikan sebagai hal yang dapat masuk 

dan mudah dicapai. 

Aksesibilitas dapat diartikan sebagai kemudahan mengakses tujuan yang 

dapat memberikan kenyamanan saat melakukan sesuatu untuk kepentingan invidu 

maupun kelompok. Aksesibilitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 

ialah ‘keterkaitan’. Aksesibilitas dapat disimpulkan bahwa keterkaitan untuk 

mengurus kemudahan mengakses pada pelayanan masyarakat dalam hal ini 

kepengurusan administrasi. 
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Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2007 tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, badan merupakan sekumpulan orang 

dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang 

tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, 

perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan 

nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, 

perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi 

lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan 

bentuk usaha tetap. Badan yang melayani pelayanan pembayaran pajak masyarakat  

merupakan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) melalui Sistem Administrasi 

Manunggal Satu Atap (SAMSAT). 

Peraturan presiden republik indonesia nomor 5 tahun 2015 tentang 

penyelenggaraan SAMSAT kendaraan bermotor. SAMSAT yaitu sistem lembaga 

administrasi pelayanan publik yang dikelola 3 (tiga) lembaga, tujuan sistem ini untuk 

mempermudah kegiatan dari proses pelayanan publik oleh sebab itu didirikanlah 

sistem pelayanan ini. Kerjasama lembaga lain yang dilaksanakan dalam SAMSAT 

ini mencakup lembaga antara lain seperti Kepolisian, dan Jasa Raharja dan Dinas 

Pendapatan Daerah. Kepolisian mempunyai tugas untuk penerbitan STNK, 

sedangkan Jasa Raharja fungsinya untuk memanejemen dan mengatur Sumbangan 

Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan Dinas Pendapatan 

Daerah bertugas untuk menetapkan besarnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan 

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB). UPTB SAMSAT Palembang 

Wilayah II juga dapat melaksanakan pelayanan publik yang sesuai untuk warga 
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sehingga bisa ditaati, karena penilaian dari sebuah pelayanan tersebut dapat menjadi 

penilaian dari indikator keberhasilan lembaga pelayanan publik.  

SAMSAT adalah lembaga Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas 

melaksanakan pelayanan publik yang mencakup jasa dan barang kepada masyarakat. 

Dibentuknya inovasi UPTB Wiayah II bertujuan agar bisa mengefisiensikan serta 

mengoptimalkan pelayanan pajak kepada masyarakat. SAMSAT UPTB Palembang 

wilayah ll dijadikan suatu inovasi dalam pelayanan yang di buat oleh Dinas 

Pendapatan Daerah Sumatera Selatan yang berkaitan langsung dengan masyarakat 

sebagai penerima pelayanan supaya masyarakat wilayah seberang ulu Kota 

Palembang tidak perlu lagi bolak-balik ke samsat Palembang I, ini merupakan 

langkah kongkrit untuk menghindari penumpukan pelayanan di Kantor SAMSAT 

Palembang Wilayah I. Tapi nyatanya di lapangan sesuai dengan observasi yang 

dilakukan penulis, Aksesibilitas pelayanan publik yang dikelola oleh Kantor UPTB 

SAMSAT Palembang Wilayah II kelihatannya belum optimal memenuhi keinginan 

yang berarti indeks kepuasan masyarakat masih tergolong rendah, seperti keluhan-

keluhan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, seperti masih terhambatnya 

pengurusan administrasi dalam pembayaran pajak lima tahunan, kurangnya fasilitas 

sarana dan prasarana di loket pembayaran pajak lima tahunan, bagi petugasnya masih 

kurangnya kecepatan dalam pengurusan administrasi terutama pengurusan 

pembayaran pajak lima tahunan kendaraan roda dua yang tiap hari banyak yang 

membayar pajak, masih kurangnya informasi tentang pembayaran pajak lima 

tahunan. 

 



5 
 

 

 

 

Tabel 1.1 Nilai Unsur pelayanan di SAMSAT Palembang Wilayah II  

Tahun 2022 

No. Unsur Pelayanan 
Nilai Rata - 

Rata 
Keterangan 

1 Persyaratan Pelayanan 3,25 B (Baik) 

2 Prosedur Pelayanan 3,12 C (Cukup) 

3 Waktu Pelayanan 3,22 C (Cukup) 

4 Biaya / Tarif Pelayanan 3,81 A(Sangat Baik) 

5 Produk Layanan 3,46 A (Sangat Baik) 

6 Kompetensi Pelaksanaan 3,23 C (Cukup) 

7 Perilaku Pelaksanaan 3,52 B (Baik) 

8 Maklumat Pelayanan 3,73 A (Sangat Baik) 

9 Penanganan Pengaduan 3,85 B (Baik) 

10 Sarana dan Prasarana 3,21 C (Cukup) 

Sumber: kantor SAMSAT uptb Palembang Wilayah II  

Menurut tabel di atas memperlihatkan bahwasannya pelayanan publik di Kantor 

UPTB Samsat Palembang Wilayah II harus dioptimalkan antara lain seperti prosedur 

pelayanannya dengan nilai rata-rata 3,12, waktu pelayanannya dengan nilai rata-rata 

3,22 serta sarana dan prasarananya dengan nilai rata-rata 3,21 yang berarti masih 

harus dibenahi guna meningkatkan aksesibilitas dalam hal pelayanan Pajak 

Kendaraan Bermotor, terutama dalam pengurusan pembayaran pajak lima tahunan. 

1.2 Rumusan Masalah 

Menurut latar belakang, masalah dari penelitian ini dapat dirumuskan sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana aksesibilitas pelayanan pembayaran pajak lima tahunan 

kendaraaan bermotor di kantor UPTB SAMSAT Palembang Wilayah II?  
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2. Faktor apa saja yang mempengaruhi aksesibilitas pelayanan pembayaran 

pajak lima tahunan kendaraan bermotor di kantor SAMSAT Palembang 

Wilayah II? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah 

1. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis aksesibilitas pelayanan pajak 

kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT UPTB Palembang Wilayah II. 

2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor apa saja yang menghambat 

aksesibilitas pembayaran pajak lima tahunan kendaraan bermotor di 

SAMSAT UPTB Palembang Wilayah II. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1) Manfaat Teoritis 

a) Penelitian ini diharapkan bisa memberi wawasan dan menciptakan 

pemikiran terhadap ilmu Administrasi Publik yang berkaitan dengan 

aksesibilitas pelayanan publik pada Sistem Administrasi Manunggal Satu 

Atap (SAMSAT) UPTB Palembang Wilayah ll 

b) Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan pemikiran dan masukan bagi 

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) UPTB Palembang 

Wilayah ll 

2) Manfaat Praktis 

      Sebagai masukan kepada lembaga pemerintah terutama lembaga 

SAMSAT PALEMBANG WILAYAH II dalam merencanakan suatu 
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kebaharuan di masa yang akan datang, agar dapat mencapai tujuan yang 

optimal dalam meningkatkan kepuasan pelayanan masyarakat. 
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